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Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep keadilan sebagai prinsip politik dalam
hadis Nabi serta relevansinya terhadap penguatan demokrasi Indonesia. Kajian ini
dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan demokrasi kontemporer di Indonesia, seperti
ketimpangan penegakan hukum, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan menurunnya
kepercayaan publik terhadap institusi politik. Penelitian menggunakan metode
kualitatif berbasis studi kepustakaan (/Zbrary research) dengan pendekatan hadis tematik
(mandhn ). Data primer diperoleh dari hadis-hadis yang termuat dalam Kutub al-Sittah,
sedangkan data sekunder berasal dari kitab syarah hadis, literatur politik Islam, dan
artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui inventarisasi hadis, &by,
analisis matan, dan sintesis tematik untuk merumuskan konsep keadilan politik dalam
hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan politik dalam hadis bertumpu
pada empat prinsip utama, yaitu keadilan dalam kepemimpinan, larangan kezaliman,
akuntabilitas kekuasaan, dan persamaan di hadapan hukum. Prinsip-prinsip tersebut
melahirkan dimensi etis berupa amanah, tanggung jawab publik, integritas,
perlindungan hak rakyat, dan orientasi pada kemaslahatan umum. Dalam konteks
Indonesia, nilai-nilai tersebut relevan untuk memperkuat ru/e of /aw, mendorong
pencegahan korupsi, membangun kepemimpinan yang etis, dan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa
hadis Nabi tidak bertentangan dengan demokrasi, tetapi memberikan fondasi etis bagi
terwujudnya demokrasi yang lebih substantif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan
masyarakat.

Kata Kunci: Hadis, demokrasi, keadilan politik.

Abstract
This study examines justice as a political principle in the Prophetic hadiths and its
relevance to strengthening democracy in Indonesia. The research is motivated by
contemporary challenges facing Indonesian democracy, including unequal law
enforcement, corruption, abuse of power, and declining public trust in political
institutions. This study employs a qualitative library research method using a thematic
(mandhni) approach to hadith studies. Primary data were collected from hadiths
contained in the Kutub al-Sittah, while secondary data were obtained from hadith
commentaries, Islamic political literature, and relevant scholatrly publications. The
analysis was conducted through hadith identification, Zzkhryj, textual analysis, and
thematic synthesis to formulate the concept of political justice in the Prophetic
tradition. The findings reveal that political justice in hadith is founded upon four main
principles: just leadership, the prohibition of oppression, accountability in governance,
and equality before the law. These principles give rise to ethical values such as
trustworthiness (amanah), public responsibility, integrity, protection of citizens’ rights,
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and commitment to the public good (maslahah). In the Indonesian context, these values
are highly relevant for strengthening the rule of law, preventing corruption and abuse
of power, promoting ethical leadership, and enhancing public trust in democratic
institutions. The study concludes that the Prophetic hadiths are not opposed to
democracy; rather, they provide an ethical foundation for developing a more
substantive, just, and people-oriented democratic system.

Keywords: Hadith, democracy, political justice.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem politik yang tidak hanya menuntut adanya
mekanisme pemilihan umum dan partisipasi warga negara, tetapi juga mensyaratkan
terwujudnya keadilan sebagai substansi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan.
Tanpa keadilan, demokrasi berpotensi berubah menjadi prosedur formal yang
kehilangan orientasi pada kesejahteraan dan perlindungan hak-hak masyarakat (Kasih,
2018).

Dalam konteks Indonesia, berbagai kajian menunjukkan bahwa keberhasilan
demokrasi tidak cukup diukur melalui pelaksanaan pemilu secara berkala, melainkan
juga melalui kemampuan sistem politik dalam mewujudkan keadilan sosial, penegakan
hukum yang setara, serta pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap
kepentingan publik. Namun demikian, berbagai indikator menunjukkan bahwa
prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam
mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh warga negara (Mahendra, 2021).

Tantangan tersebut tampak dalam berbagai persoalan yang masih mengiringi
praktik demokrasi Indonesia, seperti ketimpangan akses terhadap keadilan, lemahnya
penegakan hukum, korupsi politik, serta menguatnya pengaruh oligarki dalam proses
pengambilan kebijakan publik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa korupsi tidak
hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat
terhadap partai politik, pemerintah, dan sistem demokrasi secara keseluruhan (Wafa et
al., 2021).

Pada saat yang sama, demokrasi Indonesia sering dinilai berhasil secara
prosedural melalui pemilu yang kompetitif, tetapi masih menghadapi persoalan pada
aspek substantif, terutama terkait keadilan, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan
hukum (Mahendra, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi
memerlukan fondasi etis yang mampu mengarahkan kekuasaan agar tetap berorientasi
pada kemaslahatan publik.

Dalam kajian politik modern, keadilan dipandang sebagai salah satu pilar utama
demokrasi. Prinsip-prinsip seperti persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak
warga negara, pembatasan kekuasaan, serta akuntabilitas pemerintah merupakan unsur
yang tidak dapat dipisahkan dari praktik demokrasi yang sehat. Bahkan, sejumlah
pemikir Muslim kontemporer menegaskan bahwa nilai-nilai demokrasi seperti rule of
law, partisipasi publik, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak masyarakat memiliki
titik temu yang kuat dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (Rosadi et al., 2021).
Oleh karena itu, hubungan antara Islam dan demokrasi tidak harus dipahami secara
dikotomis, melainkan dapat dilihat sebagai upaya bersama dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, keadilan (a/-adl)) menempati posisi yang sangat
fundamental dalam kehidupan sosial dan politik. Keadilan tidak hanya dipahami
sebagai nilai moral individual, tetapi juga sebagai prinsip yang harus menjadi dasar
dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pengelolaan urusan publik. Berbagai hadis Nabi
saw. menempatkan pemimpin yang adil pada kedudukan yang istimewa, sekaligus
memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk kezaliman dan penyalahgunaan
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kekuasaan (Sahibani & Fauzan, 2025). Hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber
ajaran spiritual, tetapi juga memuat prinsip-prinsip normatif yang berkaitan dengan
etika politik, kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan.

Meskipun demikian, kajian tentang keadilan dalam Islam selama ini lebih
banyak berfokus pada perspektif Al-Qur’an, hukum Islam, atau filsafat politik Islam
secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji keadilan sebagai
prinsip polittk dalam hadis Nabi serta menghubungkannya dengan tantangan
demokrasi Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian penelitian hadis lebih
menitikberatkan pada aspek hukum, ibadah, dan moralitas individual, sedangkan
dimensi politik dan tata kelola publik yang terkandung dalam hadis belum banyak
dikembangkan secara tematik dan kontekstual. Keterbatasan ini menunjukkan adanya
ruang penelitian yang penting untuk diisi, terutama dalam upaya menggali kontribusi
hadis terhadap penguatan nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
konsep keadilan sebagai prinsip politik dalam hadis Nabi. Kajian ini berangkat dari
asumsi bahwa hadis-hadis Nabi memuat prinsip-prinsip keadilan yang tidak hanya
relevan pada masa pembentukannya, tetapi juga memiliki kontribusi normatif dan etis
dalam menjawab berbagai problem demokrasi kontemporer. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi hadis sekaligus
menawarkan landasan moral-religius bagi penguatan demokrasi yang lebih substantif,
berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Keadilan Politik dalam Hadis Nabi

Keadilan (a/-‘ad)) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam
yang memiliki posisi sentral dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks politik,
keadilan tidak hanya dipahami sebagai sikap moral individual, tetapi juga sebagai
prinsip yang harus menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan dan hubungan antara
pemimpin dengan masyarakat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa dalam tradisi
politik Islam, keadilan merupakan syarat utama legitimasi kepemimpinan, bahkan
menjadi ukuran keberhasilan suatu pemerintahan dalam mewujudkan kemaslahatan
publik (Sahibani & Fauzan, 2025). Dengan demikian, konsep keadilan politik dalam
hadis Nabi tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama kekuasaan, yaitu menjaga hak-hak
masyarakat, mencegah kezaliman, dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

masyarakat, mencegah kezaliman, dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Salah satu hadis yang paling populer dalam menjelaskan pentingnya keadilan
politik adalah sabda Nabi saw.:

Ce ‘L).AA’)M.JJ.C R e Qg ey [ S ‘U_\;_a\_m; d\a)\.mu.mm\_uh
dkyey%‘_gﬂ|(§élhm.a>) d\ﬁel..ujé\.xlc M‘A_A.\.a‘;\.\nus co‘).a‘).é u—’\u‘; ‘¢~4L°u-'gd=
dﬂ\‘_gh@u)ua‘)} 6&@\&@&2&3(};)} AA.})th&: ‘;Luu&_ﬁ.uj Ad.ﬁ\.d\ eLd\ AJLY\
@;\ ‘dﬁﬂ-ﬂ-’dh‘)j o &_a\A\ ‘_ra\ d\&ﬁ cdmjwu\da\f\m.kd;‘)} M.\k; 13‘)3.\‘94.\3:; Lsm.\;\
a\.u:; umh&\.ﬂ\;:&\ )SJJAJJ cmdsul.aﬂm(duy‘fa»

(Al-Bukhari, 1422 H, No. 660; Al-Naisaburi, 1955, No. 1031; At-Tirmidzi,
1975, No. 2391).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, ia berkata:
telah menceritakan kepada kami Yahya, dari ‘Ubaidillah, ia berkata: telah menceritakan
kepadaku Khubaib bin ‘Abdurrahman, dari Hafsh bin ‘Ashim, dari Abu Hurairah, dari
Nabi %, beliau bersabda: “Tujuh golongan yang akan dinaungi Allah dalam naungan-
Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: pemimpin yang adil;
pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Tuhannya; seseorang yang hatinya selalu
terpaut ke masjid; dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul
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karena-Nya dan berpisah karena-Nya; seseorang yang diajak (digoda) oleh perempuan
yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu ia berkata: ‘Sesungguhnya aku takut
kepada Allah’; seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan
kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya; dan seseorang
yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu kedua matanya basah (menangis).”

Qadhi ‘Iyadh menjelaskan makna sabda Nabi di atas: “pemimpin yang adil” adalah
setiap orang yang memiliki kewenangan untuk menangani suatu urusan kaum
Muslimin, baik dari kalangan pemimpin maupun para hakim (Qadhi 'Iyadh, 1998). Hal
senada disampaikan oleh Imam an-Nawawi, ia menjelaskan yang dimaksud dengan
“pemimpin yang adil” adalah setiap orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus
kemaslahatan kaum Muslimin, baik para penguasa maupun para hakim. Ia didahulukan
penyebutannya karena banyaknya kemaslahatan yang bergantung padanya serta luasnya
manfaat yang dihasilkannya (Al-Nawawi, 1392 H).

Melihat syarah ddi atas, hadis ini menempatkan pemimpin yang adil pada posisi
yang sangat istimewa, bahkan disebut pertama dalam kelompok yang memperoleh
petlindungan Allah pada hari kiamat. Para ulama menjelaskan bahwa keadilan
pemimpin tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menegakkan hukum, tetapi juga
mencakup sikap objektif dalam mengambil keputusan, distribusi hak yang
proporsional, serta perlakuan yang sama terhadap seluruh rakyat tanpa diskriminasi
(Sumadiyah, 2024; Siddeh, 2021). Oleh karena itu, keadilan dalam hadis tidak dipahami
sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai prinsip operasional yang harus hadir dalam
seluruh aspek penyelenggaraan kekuasaan.

Selain menekankan pentingnya keadilan, hadis Nabi juga memberikan
peringatan keras terhadap kezaliman sebagai lawan dari keadilan politik. Nabi saw.
bersabda:

u.c c(a.us.aw‘w\muc cww“;\udjh\.uhcg_udwww&\m\.m id
| 58815 el eyg_ujaeuan G ALl 158, 08 sy aile i Loa ) 05005 5 4 S8 0 s
s laa VRIS ahelas | & Sl aglas 208 (S (e Gl 200 56 25,

Artinya: telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah bin Qa‘nab,
ia berkata: telah menceritakan kepada kami Dawud (yakni Ibn Qais), dari ‘Ubaidullah
bin Migsam, dari Jabir bin ‘Abdillah, bahwa Rasulullah #bersabda: “Jauhilah
kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari
kiamat. Dan jauhilah sifat kikir, karena sesungguhnya sifat kikir telah membinasakan
orang-orang sebelum kalian; ia mendorong mereka untuk menumpahkan darah sesama
mereka dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka.”

Terhadap hadis di atas Ibnu al-Jauzi berkata: “Kezaliman mencakup dua
bentuk kemaksiatan: pertama, mengambil harta orang lain tanpa hak; dan kedua,
menentang Zat yang memerintahkan keadilan (yaitu Allah) dengan cara melakukan
pelanggaran terhadap perintah-Nya. Bentuk yang kedua ini lebih berat dan lebih
berbahaya, karena kezaliman hampir selalu menimpa orang yang lemah yang tidak
memiliki penolong selain Allah. Kezaliman sesungguhnya lahir dari kegelapan hati.
Sebab, seandainya hati itu diterangi oleh cahaya petunjuk, niscaya seseorang akan
mempertimbangkan akibat-akibat dari perbuatannya.” (Al-Naisaburi, 1955, No. 2578).

Penjelasan Ibnu al-Jauzi di atas, dapat kita ambil poin bahwa kezaliman adalah
menentang keadilan yang diperintahkan. Hal ini selaras dalam perspektif politik,
kezaliman tidak hanya berarti tindakan represif penguasa terhadap rakyat, tetapi juga
mencakup penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi hukum, korupsi, nepotisme, dan
segala bentuk kebijakan yang merugikan kepentingan publik. Hadis ini menunjukkan
bahwa kekuasaan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh tuntutan
moral untuk menjaga hak-hak masyarakat (Al-'Aini, n.d.). Dengan demikian, keadilan
politik dalam hadis memiliki dimensi preventif, yaitu mencegah lahirnya praktik-praktik
kekuasaan yang menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan sosial.
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Prinsip keadilan politik dalam hadis juga berkaitan erat dengan konsep amanah
dan akuntabilitas kekuasaan. Hal ini tampak dalam sabda Nabi saw.:

J-“‘—u-‘e]ub)n‘ d\ad‘)ﬁ)“uc‘u‘uyh).\;\ d\aw\mb};\ d\agmui Lu.ﬁ)rc
d\.& a_um J\J} «&\_)?SE» d)s.a?lu}dcm\ul.am\d}m_)u\ Lag_\cm\u.‘.a‘)‘)acw\tp mU\
Jdle 33553 ¢ cu‘ O b Al @35 a3 daa Ul5 ecnled o ) 288 8 3355 G0 o)
‘@w‘ Ul et () G386 AL e gy G305 ¢ 5 PRl (e Gelas L clelasg ) e

d)s.\éu}dcatﬂ“;m‘uﬂd}u)k_\w d}y)as:u.u\h\mu\ thhnu\c}x¢¢nxu\c)2h
O a5 aldl ey JAN5 ede ) G Jssias gl AN eatie 5 Ge Ui 1SIS5 e 1 9535
& Jsshia coni Je bl eJ\A“} detie 5 (e As5as e s e b 4-“‘—‘) By e 5 e
Ge Jsshas ‘&b KK e 5 be Jshiuns e Jla b g1 JA5 J8 O Ehuas 106 age
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Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai
pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

Terhadap hadis di atas Ibnu Baththal menyampaikan bahwa para pemimpin
wajib mengangkat orang-orang yang memiliki agama (integritas keagamaan) dan
amanah untuk mengurus urusan umat. Apabila mereka menyerahkan jabatan kepada
orang yang bukan ahli agama dan bukan orang yang amanah, serta mengangkat orang-
orang yang membantu mereka dalam perbuatan curang dan kezaliman, maka sungguh
mereka telah menyia-nyiakan amanah yang diwajibkan Allah atas mereka.

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah privilese, melainkan
amanah yang mengandung tanggung jawab publik. Seorang pemimpin tidak hanya
bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah atas setiap kebijakan
dan keputusan yang diambil. Karena itu, konsep keadilan dalam hadis tidak berhenti
pada aspek legal-formal, melainkan mencakup akuntabilitas moral yang menuntut
pemimpin untuk menggunakan kekuasaan demi kepentingan masyarakat, bukan demi
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Al-Bukhari, 1422 H, No. 893; Al-
Naisaburi, 1955, No. 1829; At-Tirmidzi, 1975; Abu Dawud, 2009, No. 2928).
Perspektif ini menjadikan keadilan sebagai instrumen pengawasan terhadap kekuasaan
sekaligus fondasi etika pemerintahan yang baik.

Aspek lain yang sangat penting dalam konsep keadilan politik adalah
persamaan di hadapan hukum. Prinsip ini tercermin dalam hadis tentang perempuan
dari Bani Makhzum yang melakukan pencurian. Ketika sebagian tokoh Quraisy
berusaha meminta keringanan hukuman melalui Usamah bin Zaid, Nabi saw. menolak
intervensi tersebut dan bersabda bahwa kehancuran umat-umat terdahulu disebabkan
oleh praktik diskriminasi hukum, yaitu membiarkan orang terpandang lolos dari
hukuman sementara orang lemah dihukum. Bahkan Nabi menyampaikan bahwa
seandainya putrinya sendiri, Fatimah, melakukan pelanggaran yang sama, maka hukum
tetap harus ditegakkan (Hendrawan & Mawaddah, 2025; Sumadiyah, 2024).

Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam menolak segala bentuk
privilese politik dan sosial dalam penegakan hukum. Semua warga negara memiliki
kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status, kekayaan,
kedekatan dengan penguasa, maupun latar belakang sosialnya (Siddeh, 2021).

Berdasarkan analisis hadis-hadis tersebut dapat dirumuskan bahwa konsep
keadilan politik dalam hadis Nabi bertumpu pada empat prinsip utama, yaitu keadilan
dalam kepemimpinan, larangan kezaliman, akuntabilitas kekuasaan, dan persamaan di
hadapan hukum. Keempat prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam hadis
bukan sekadar nilai moral personal, melainkan fondasi etika politik yang mengatur
relasi antara kekuasaan dan masyarakat. Dengan demikian, hadis Nabi menawarkan
paradigma politik yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan
secara adil, transparan, dan bertanggung jawab demi terwujudnya kemaslahatan publik.
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Prinsip-prinsip inilah yang selanjutnya menjadi landasan untuk menilai relevansi ajaran
hadis dalam memperkuat praktik demokrasi di Indonesia pada era kontemporer.

Dimensi Etis Keadilan Politik dalam Hadis

Keadilan politik dalam hadis Nabi tidak hanya dipahami sebagai penegakan
hukum secara formal, tetapi juga sebagai seperangkat nilai etis yang menjadi landasan
moral bagi penyelenggaraan kekuasaan. Dalam perspektif hadis, keberhasilan suatu
pemerintahan tidak semata-mata diukur dari kemampuannya menjalankan aturan dan
institusi politik, melainkan dari sejauh mana kekuasaan dijalankan berdasarkan nilai-
nilai moral yang melindungi kepentingan masyarakat (Sahibani & Fauzan, 2025).

Keadilan dalam hadis memiliki dimensi yang lebih luas daripada konsep
legalistik semata. Ia mencakup amanah, tanggung jawab publik, integritas,
perlindungan hak-hak rakyat, dan orientasi pada kemaslahatan umum. Nilai-nilai
tersebut membentuk kerangka etika politik yang menempatkan kekuasaan sebagai
sarana pelayanan, bukan instrumen dominasi atau kepentingan kelompok tertentu.

Dimensi pertama adalah amanah. Dalam tradisi Islam, kekuasaan dipandang
sebagal titipan yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan dan tanggung jawab yang
melekat padanya. Konsep amanah menegaskan bahwa jabatan publik bukan hak
istimewa yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan kewajiban yang
harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah. Oleh karena itu,
keadilan politik tidak dapat dipisahkan dari kesadaran moral seorang pemimpin bahwa
setiap kebijakan yang diambil akan memiliki konsekuensi sosial yang luas.

Dalam konteks ini, amanah berfungsi sebagai mekanisme pengendalian
internal yang mendorong pemegang kekuasaan untuk menghindari penyalahgunaan
wewenang, korupsi, dan berbagai bentuk praktik politik yang merugikan masyarakat.
Kajian tentang etika politik Islam menunjukkan bahwa amanah merupakan salah satu
prinsip utama yang membedakan kekuasaan sebagai pelayanan publik dengan
kekuasaan yang berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok (Wafa et al.,
2021).

Nilai kedua adalah tanggung jawab publik. Dalam hadis, kepemimpinan selalu
dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas nasib dan kesejahteraan masyarakat yang
dipimpin (Siddeh, 2021). Konsep ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemimpin
dan rakyat bukan hubungan kekuasaan yang bersifat satu arah, melainkan hubungan
moral yang mengandung kewajiban untuk melayani, melindungi, dan memenuhi
kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, legitimasi politik tidak hanya diperoleh melalui prosedur
formal atau kedudukan struktural, tetapi juga melalui kemampuan pemimpin dalam
menjalankan tanggung jawab sosialnya. Perspektif ini menempatkan rakyat sebagai
subjek yang harus diperhatikan kepentingannya, bukan sekadar objek kebijakan. Dalam
kerangka etika politik Islam, kekuasaan yang mengabaikan kepentingan publik
dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepadanya
(Prayetno et al., 2020).

Dimensi berikutnya adalah integritas, yaitu keselarasan antara nilai, ucapan, dan
tindakan dalam menjalankan kekuasaan. Integritas menjadi unsur penting dalam
keadilan politik karena hukum dan kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan
keadilan apabila dijalankan oleh individu yang tidak memiliki kejujuran dan komitmen
moral. Dalam perspektif hadis, integritas tercermin dalam sikap jujur, konsisten, tidak
menyalahgunakan jabatan, serta tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan
pribadi (Hendrawan & Mawaddah, 2025).

Integritas juga berkaitan dengan kemampuan seorang pemimpin untuk
menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan dirinya sendiri. Karena itu,
keadilan politik dalam hadis tidak hanya menuntut adanya aturan yang adil, tetapi juga
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menuntut kualitas moral para pelaku politik yang menjalankan aturan tersebut.
Berbagai penelitian mengenai kepemimpinan dalam Islam menunjukkan bahwa krisis
keadilan sering kali berakar pada krisis integritas para pemegang kekuasaan, bukan
semata-mata pada kelemahan sistem hukum (Batubara et al., 2025).

Keadilan politik dalam hadis juga memiliki dimensi perlindungan hak-hak
rakyat. Dalam Islam, tujuan kekuasaan tidak hanya menjaga stabilitas sosial, tetapi juga
menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat secara adil dan proporsional. Oleh
karena itu, setiap kebijakan yang menimbulkan diskriminasi, ketimpangan, atau
penindasan bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan Nabi.

Perlindungan terhadap hak-hak rakyat mencakup hak memperoleh perlakuan
yang sama di hadapan hukum, hak atas keamanan, hak mendapatkan pelayanan publik
yang layak, serta hak untuk terbebas dari tindakan sewenang-wenang penguasa
(Prayogo et al., 2023; Yasin, 20206). Perspektif ini menunjukkan bahwa keadilan politik
dalam hadis memiliki orientasi yang kuat pada penghormatan terhadap martabat
manusia. Kekuasaan tidak dimaksudkan untuk memperkuat posisi elite politik, tetapi
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Seluruh dimensi tersebut bermuara pada tujuan yang lebih besar, yaitu
mewujudkan kemaslahatan umum (a/-mashlahah al-‘ammah). Dalam pemikiran politik
Islam, keadilan tidak pernah dilepaskan dari upaya menghadirkan manfaat dan
mencegah kerusakan bagi masyarakat (Wafa et al., 2021). Karena itu, kekuasaan yang
adil adalah kekuasaan yang mampu menghadirkan kesejahteraan, menjaga stabilitas
sosial, melindungi hak-hak masyarakat, dan menciptakan kehidupan yang bermartabat
bagi seluruh warga.

Orientasi pada kemaslahatan umum juga menjadi pembeda antara politik yang
berlandaskan etika dan politik yang hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan.
Dengan demikian, keadilan dalam hadis tidak berhenti pada aspek legal-formal, tetapi
berkembang menjadi prinsip moral yang mengarahkan seluruh aktivitas politik kepada
tujuan kemanusiaan yang lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa dimensi etis keadilan politik

dalam hadis mencakup amanah, tanggung jawab publik, integritas, perlindungan hak-
hak rakyat, dan orientasi pada kemaslahatan umum. Kelima nilai ini menunjukkan
bahwa keadilan dalam hadis bukan sekadar persoalan penegakan hukum, melainkan
suatu moralitas politik yang mengatur bagaimana kekuasaan harus dijalankan.
Dalam perspektif hadis, hukum yang adil memerlukan pemimpin yang amanah,
integritas yang kuat, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, serta komitmen
untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, keadilan politik dalam
hadis tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai fondasi etis
bagi terbentuknya tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada
kepentingan publik.

Relevansi Keadilan Politik dalam Hadis terhadap Penguatan Demokrasi
Indonesia

Demokrasi Indonesia pascareformasi menunjukkan perkembangan yang
signifikan pada aspek prosedural melalui pemilihan umum yang relatif terbuka dan
partisipatif. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia
masih menghadapi persoalan pada level substantif, terutama terkait keadilan hukum,
akuntabilitas kekuasaan, korupsi politik, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap
institusi negara (Wafa et al., 2021).

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur
dari keberlangsungan pemilu, tetapi juga dari kemampuan sistem politik dalam
menghadirkan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks tersebut, konsep
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keadilan politik dalam hadis Nabi menawarkan seperangkat nilai etis yang dapat
memperkuat kualitas demokrasi Indonesia secara lebih substantif.

Pertama, Penguatan Rule of Law dan Persamaan di Hadapan Hukum Salah satu
tantangan terbesar demokrasi Indonesia adalah munculnya persepsi publik mengenai
ketimpangan penegakan hukum. Dalam berbagai kasus, masyarakat sering
menyaksikan bahwa kelompok yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, atau
kedekatan dengan pusat kekuasaan memperoleh perlakuan yang berbeda dibandingkan
warga biasa. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan sosial, tetapi juga
melemahkan legitimasi hukum sebagai instrumen keadilan (Rahman et al., 2023;
Imeilia, 2025) Ketika hukum dipersepsikan dapat dinegosiasikan oleh kekuasaan, maka
prinsip negara hukum kehilangan makna substantifnya.

Hadis Nabi tentang penolakan pemberian keistimewaan kepada perempuan
Bani Makhzum yang melakukan pencurian menunjukkan bahwa keadilan harus berdiri
di atas prinsip persamaan, bukan status sosial atau kedekatan politik. Pesan moral hadis
tersebut sangat relevan dengan kebutuhan demokrasi Indonesia saat ini, yaitu
memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
Dalam perspektif hadis, keadilan tidak diukur dari berat-ringannya hukuman, tetapi
dari konsistensi penerapan hukum terhadap semua pihak secara setara (Siddeh, 2021).
Prinsip ini menjadi fondasi penting bagi penguatan rule of /aw yang selama ini menjadi
salah satu agenda utama reformasi demokrasi Indonesia.

Kedna, Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan Persoalan lain
yang terus membayangi demokrasi Indonesia adalah tingginya kasus korupsi yang
melibatkan pejabat publik, kepala daerah, anggota legislatif, hingga elite partai politik.
Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan
terhadap amanah publik karena kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau
kelompok (Saptono & Purwanto, 2022; Hartono, 2025). Dalam situasi demikian,
demokrasi berisiko kehilangan orientasinya sebagai sistem yang melayani kepentingan
rakyat dan berubah menjadi instrumen distribusi keuntungan bagi elite politik.

Konsep amanah yang menjadi bagian integral dari keadilan politik dalam hadis
memberikan perspektif yang lebih mendalam dibandingkan sekadar pendekatan
legalistik. Hadis memandang kekuasaan sebagai tanggung jawab moral yang akan
dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan masyarakat tetapi juga di
hadapan Allah (Wafa et al., 2021). Karena itu, pencegahan korupsi tidak cukup
dilakukan melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan
internalisasi nilai amanah dan akuntabilitas dalam budaya politik. Ketika jabatan
dipahami sebagai amanah, maka penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya dianggap
sebagal pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai pelanggaran etis dan spiritual.

Ketiga, Penguatan Kepemimpinan Etis Demokrasi sering kali menghasilkan
pemimpin yang memperoleh legitimasi elektoral, tetapi legitimasi tersebut tidak selalu
diikuti oleh kualitas moral dan komitmen terhadap kepentingan publik. Dalam praktik
politik kontemporer, keberhasilan politik kerap diukur berdasarkan kemampuan
memenangkan kontestasi, bukan kemampuan menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Akibatnya, muncul kecenderungan pragmatisme politik yang lebih menekankan
perolehan kekuasaan dibandingkan tanggung jawab pelayanan publik

Hadis Nabi menawarkan paradigma kepemimpinan yang berbeda dengan
menempatkan pemimpin sebagai pelayan masyarakat (&badim al-ummah), bukan
penguasa yang harus dilayani (Ahmad, 2014). Dalam paradigma ini, keberhasilan
pemimpin tidak ditentukan oleh kekuatan politik yang dimilikinya, tetapi oleh
kemampuannya melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umum.
Relevansi konsep ini bagi Indonesia terletak pada kebutuhan menghadirkan
kepemimpinan yang tidak hanya kompeten secara teknokratis, tetapi juga memiliki
integritas moral yang kuat. Demokrasi membutuhkan pemimpin yang mampu
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menggabungkan legitimasi politik dengan tanggung jawab etis agar kekuasaan tetap
berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Keempat, Penguatan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Demokrasi Salah
satu indikator penting kualitas demokrasi adalah tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap institusi politik dan hukum. Berbagai survei menunjukkan bahwa kepercayaan
publik dapat mengalami penurunan ketika masyarakat melihat adanya ketimpangan
hukum, korupsi yang berulang, atau kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada
kepentingan rakyat. Rendahnya kepercayaan publik berpotensi melahirkan apatisme
politik, polarisasi sosial, dan menurunkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan
demokratis (Kasih, 2018).

Dalam perspektif hadis, keadilan merupakan fondasi utama terciptanya
kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat. Ketika rakyat merasakan adanya
perlakuan yang adil, transparansi dalam pengambilan kebijakan, serta kesungguhan
pemerintah dalam melindungi hak-hak mereka, maka legitimasi politik akan tumbuh
secara alami. Sebaliknya, kezaliman dan penyalahgunaan kekuasaan akan merusak
ikatan kepercayaan yang menjadi modal utama keberlangsungan pemerintahan
(Sahibani & Fauzan, 2025). Oleh karena itu, penguatan demokrasi Indonesia tidak
hanya membutuhkan reformasi kelembagaan, tetapi juga revitalisasi nilai-nilai keadilan
yang menjadi inti ajaran politik dalam hadis Nabi.

Analisis di atas menunjukkan bahwa keadilan politik dalam hadis tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Sebaliknya, hadis
memberikan fondasi etis yang mampu melengkapi demokrasi prosedural dengan
dimensi moral yang lebih substantif. Prinsip persamaan hukum memperkuat rule of law,
amanah dan akuntabilitas mendukung pemberantasan korupsi, konsep pelayanan
publik memperkokoh kepemimpinan etis, dan orientasi pada kemaslahatan umum
berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Dengan demikian, kontribusi hadis terhadap demokrasi Indonesia tidak terletak pada
penyediaan sistem politik alternatif, melainkan pada penyediaan nilai-nilai moral yang
memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara adil, bertanggung jawab, dan
berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental
dalam politik Islam yang ditegaskan melalui hadis-hadis Nabi saw. Keadilan tidak
dipahami semata sebagai penegakan hukum, tetapi sebagai moralitas politik yang
bertumpu pada nilai amanah, tanggung jawab publik, integritas, petlindungan hak-hak
rakyat, dan orientasi pada kemaslahatan umum. Kekuasaan dalam Islam diposisikan
sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, akuntabel, dan berpihak pada
kepentingan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai keadilan politik dalam
hadis memiliki relevansi yang kuat terhadap penguatan demokrasi. Prinsip persamaan
di hadapan hukum mendukung penguatan ru/e of law, konsep amanah dan akuntabilitas
menjadi landasan etis dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,
sedangkan orientasi pelayanan publik dan kemaslahatan umum berkontribusi pada
lahirnya kepemimpinan yang berintegritas serta meningkatnya kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga demokrasi. Dengan demikian, hadis Nabi tidak bertentangan dengan
demokrasi, melainkan menyediakan fondasi etis yang dapat memperkuat demokrasi
Indonesia agar lebih substantif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan
rakyat.
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